TANAH LAUT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2011 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TANAH LAUT,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah dan percepatan pembangunan
daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
berwenang mengatur dan
menyelenggarakan pendidikan;

. bahwa aturan penyelenggaraan pendidikan

di daerah harus mempertimbangkan kondisi
lokal dan kepentingan daerah dengan tetap
mengacu pada kepentingan nasional dan
ketentuan  perundang-undangan  yang
berlaku secara nasional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b konsideran ini perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut



Mengingat

2

tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Tanah Laut.

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28C ayat (1), dan

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik  Indonesia

Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat 1l Tabalong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2765);

3. Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) yang
Beberapa Kali Diubah Dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
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9. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

11.Undang-undang  Republik  Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4965) ;

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
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Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, dan
Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2738 );

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana yang
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
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tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

19.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Al-Quran di Kalimantan
Selatan (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009
Nomor 2);

20.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pendidikan (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010
Nomor 28);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 12);

22.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
2008 Nomor 13) sebagaimana yang diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
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2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut 2010 Nomor 2);

Dengan Per setuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT

dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TANAH LAUT

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintablalad
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaidiaraksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoriedian
1945.
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Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi nikaatitan
Selatan.

Pemerintah Daerah adal&@upati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disinGiRD
adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupdimmah
Laut.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana gurc@ptagan
suasana belajar dan proses pembelajaran agargpdskktdapat
secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalamhais
memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikaggaebekal
hidup bagi peranannya di masa sekarang dan masiataag.
Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peskdi& untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses gikadi
yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkada pa
kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidika
Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yaatapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didikaruyang
akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikng
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal daxfammal
pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentamgiagiideal
manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan,
pembelajaran, dan atau pelatihan.

Misi pendidikan adalah seperangkat tindakan yargkdkan
untuk mewujudkan visi pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah paparan lebih rinci désii dan misi
pendidikan yang berisi ciri-ciri kualitatif keluarapendidikan
yang diharapkan berdasarkan jenis, jenjang, dahuselsannya.
Baku mutu pendidikan adalah seperangkat tolok wnerja
sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses|, ha
keluaran, dan manfaat pendidikan.
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Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, bahan, dan cara-cara yangndi@an
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pemhbalajatuk
mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkisasfi
sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, aigdsra,
tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan laanyg sesuai dengan
kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyeieagg
pendidikan.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat oleh Pemerintah Bemerintah
Daerah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik adalah siswa, mahasiswa, dan ataakegmang
resmi tercatat sebagai warga pembelajar dalam ssetuan
pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia n
pemerintah yang berdomisili di wilayah Kabupaterdfahaut.
Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan KabupEaeah
Laut sebagai lembaga mandiri yang beranggotakababer
unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

Komite Sekolah/Madrasah adalah Komite Sekolah/Msadra
pada setiap satuan pendidikan sebagai lembaga mngadg
beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, kotasrsekolah,
serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang
dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yeliguti
pendidik dan tenaga kependidikan, dana pendidikargna dan
prasarana pendidikan, dan unsur pendukung pendithkanya.

BAB 11
VISI DAN M1 SI
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Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah bemhpunyai
visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwpakla Tuhan
Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai iimu peamgetn,
teknologi, dan seni, berwawasan budaya, lingkungeangsaan,
masa depan, serta berwatak demokratis dan berjamalinn

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah bempunyai

misi untuk:

a. Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agmamga
dianut serta nilai-nilai budaya yang Iuhur sehinggenjadi
sumber kearifan dalam bersikap dan bertindak baga peserta
didik;

b. Menumbuhkan semangat keunggulan dalam berkompditisi
bidang pengembangan dan penerapan ilmu, teknadagi, seni
dalam diri peserta didik;

c. Mengembangkan budaya demokratis, semangat nasiorgldan
kearifan lokal di kalangan peserta didik;dan

d. Mengimplementasikan konsep pendidikan yang bermurttuk
semua secara adil dan merata bagi semua warga laganbe

BAB I11
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 4
Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah ddakukan

dengan memperhatikan  prinsip  keunggulan,  kemamiria
kebersamaan, keadilan, keterbukaan, dan keterjaagka
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Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah bautujuan

untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan:

a. Bersikap dan bertindak secara arif dan bijaksamgale dilandasi
nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap TuhamgrMaha
Esa;

b. Memahami dan menghargai kemajemukan dalam kehidupan
beragama, berbudaya, berbangsa, dan bernegarandditayalasi
sikap toleran dan jiwa demokratis;

c. Menciptakan, mengembangkan, menyebarluaskan,  serta
memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan semnuk
kepentingan hidup bersama dengan tetap mempertgkban
aspek lingkungan, kearifan lokal, dan masa depambpagunan
daerah maupun nasional,

d. Berkompetisi dalam berbagai bidang kehidupan denigdap
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilalkebersamaan,
serta persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IV
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formalngidikan
nonformal, dan pendidikan informal yang keberadganmapat
saling melengkapi dan saling memperkaya.

(2) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, pendidik
kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profpehdidikan
vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus

(3) Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan anaka udini,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pershdiRggi.
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(4) Jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimamakBud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berwujudasapendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintakin?r,
Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

BABV
PENDIRIAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pendirian dan pengelolaan setiap satuan penditiidars berpedoman
pada sistem penyelenggaraan pendidikan dan progeanbangunan
daerah guna mendukung tercapainya tujuan pendidikaional dan
program pembangunan nasional.

Bagian Kesatu
Pendirian dan Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Satuan pendidikan dapat didirikan dan diselenggeratleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daaraupun
masyarakat.

(2) Pendirian satuan pendidikan didasarkan pada tumtuta
perkembangan dan kebutuhan masyarakat di daerapamlen
mengacu pada hasil kajian kelayakan serta sesuagade
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal ydidlgrikan
wajib memperoleh izin operasional dari PemerinRdmerintah
Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengamleagannya
masing-masing setelah memenuhi syarat-syarat pemdyang
berlaku.
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Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal ydidgikan
wajib memenuhi standar pelayanan minimal pendidigang
berlaku nasional.

Pendirian satuan pendidikan yang tidak memenuhndsia
pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayata@ht
ditangguhkan pemberian izin operasionalnya.

Penentuan kelayakan dan kualifikasi penyelenggarsasatu
satuan pendidikan dilakukan melalui proses akrsidii@ngan
mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan oleldaBa
Akreditasi Nasional.

Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapeakdit izin
opresionalnya atau akan dikenakan sanksi lainng@aselengan
ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan formal wajib mengelolagmam
pembelajaran menurut jenis, jenjang, dan tujuanitissonal
masing-masing.

Pengelolaan program pembelajaran sebagaimana dichglesia
ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, evahles upaya
pengembangannya.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan upayanpeggan
program pembelajaran pada setiap satuan pendidikan
sebagainama dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara
koordinatif oleh satuan pendidikan dengan melibatkemite
Sekolah dan sesuai dengan peraturan perundanggardgang
berlaku.

Bagian Ketiga
Pengawasan
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Pasal 10

Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yangnbgr
secara merata dan berkelanjutan perlu dilakukarggyeasan
pada setiap satuan pendidikan, baik pendidikan dbmraupun
pendidikan nonformal.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapnca
masalah-masalah kinerja pegawai, hubungan masyaraka
pengelolaan keuangan, pemanfaatan fasilitas masgmama dan
prasarana pendidikan lainnya.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yda@a
dapat dilakukan oleh petugas fungsional pengawadig&an,
pejabat pemerintah yang berwenang, lembaga independ
maupun unsur masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud @add)ay
ayat (2), dan ayat (3) harus diarahkan untuk keépgan
pembinaan dan pengembangan pendidikan pada setiapns
pendidikan yang menjadi sasaran pengawasan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakanReeterintah,
Pemerintah  Provinsi, atau Pemerintah Daerah wajib
mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/atau
pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-ngasi
kepada lembaga yang berwenang.

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakanmésyarakat
wajib mempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan/at
pengelolaan pendidikan di lingkungannya masing-ngasi
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kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan Peaterin
Daerah.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan atau pk@gelo
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gain(2)
disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Lapora
Tahunan melalui instansi terkait.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 12

Kurikulum pendidikan pada dasarnya terdiri atasikkium
nasional, kurikulum lokal, dan Kurikulum Tingkat t8an
Pendidikan.

Kurikulum nasional dirancang dan ditetapkan olelmipterian
Pendidikan Nasioanal berdasarkan kebutuhan nasidaal
berlaku secara nasional.

Kurikulum lokal dirancang dan ditetapkan oleh Dinas
Pendidikan berdasarkan hasil studi kelayakan teghad
perkembangan dan kebutuhan khusus masyarakat dengan
mempertimbangkan potensi dan kebutuhan daerah fedatiar
aktualitasnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirancang daetapkan
setiap tahun pelajaran oleh satuan pendidikan mpasasing
dan wajib mendapatkan pengesahan dari Dinas P&adidi
Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan raeag
pada kurikulum nasional dan kurikulum lokal dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi satuan @iadi
masing-masing.

Materi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disekaai
dengan faktor usia dan tugas perkembangan peséti, d
kebutuhan dan kondisi setempat, memuat strategi dan
implementasi pendidikan karakter, serta mengakosioda
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pelaksanaan dan pengembangan pendidikan al-Qurgn ba
peserta didik yang beragama Islam.

(7) Ketentuan mengenai cakupan materi kurikulum, drate
pembelajaran, dan hal-hal teknis lainnya terkaitngaa
pelaksanaan pendidikan al-Quran sebagaimana dichgbzda
ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupat

BAB VII
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pesatidi
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasakurang-
kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari Anggarard@satan
dan Belanja Daerah (APBD).

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh mdstapada
dasarnya bertanggung jawab terhadap sebagian loEsw
penyelenggaraannya.

(3) Untuk menjamin terselenggaranya pemerataan peraidieng
bermutu, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikatudan
dana secara khusus untuk pembinaan dan pengembsaigan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(4) Besaran bantuan dana sebagaimana dimaksud pada(3yat
ditentukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhaapsstituan
pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah

(5) Berdasarkan naskah kesepahaman bersama dengan pihak
tertentu, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dhasng
terhadap bantuan dana dari Pemerintah, Pemerintaingi,
atau lembaga lainnya sesuai dengan kemampuan daerah

(6) Pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada gyatyél
(3), dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsiesiefsi,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
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(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud patiglaya
ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut denganaRiran Bupati
dengan tetap mengacu pada peraturan perundanggamdgang
berlaku.

Pasal 14

(1) Pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pkadidian
atau yang berkaitan dengan pendidikan harus disikda
kembali untuk kepentingan pembangunan di bidangigéwn.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud patalaya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIlII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendidik daraga
kependidikan yang memadai pada setiap satuan pkaaigang
diselenggarakan oleh pemerintah, baik dalam junkaalifikasi
akademik, maupun kompetensi secara merata untukamen
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yanguler

(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh mdsgtanajib
menyediakan pendidik dan tenaga kependidikannyaargec
memadai, baik dalam jumlah, kualifikasi akademikaumpun
kompetensi untuk  menjamin keberlangsungan  dan
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

(3) Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yangnbgr
secara merata, Pemerintah Daerah dapat membantu
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menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan usatkan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaim
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adaent sistem
rekrutmen, pengangkatan, pendistribusian, dan peamnya
pada suatu satuan pendidikan.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud patia4aya
didasarkan atas prinsip kebutuhan, keadilan, pdasera dan
keterbukaan, serta dilakukan secara selektif dengan
mengutamakan faktor kualitas calon pendidik danagan
kependidikan.

Ketentuan mengenai pengangkatan, pendistribusiaria s
penempatan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai
dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengamatran
Bupati dengan tetap mengacu pada peraturan pergndan
undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kualifikas, Kompetensi, dan Sertifikat Pendidik

Pasal 16

Setiap pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik
kompetensi, sertifikat pendidik, serta kemampuam ldamitmen
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan ares)
program pembangunan nasional, maupun program pemuban
daerah.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada &¥at
minimum Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1) bagralidik
pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikiasar,
pendidikan menengah, sampai dengan Program Dipldnta-
lll) serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ¥t
minimum magister (S-2) bagi pendidik pada Progiploma
IV (D-IV) dan Program Sarjana (S-1) dan minimum wolbagi
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pendidik pada Program Magister (S-2) dan Prograrkt@dS-

3) serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada #92at
diperoleh melalui pendidikan tinggi Program Diplotia(D-1V)

atau Program Sarjana (S-1), sedangkan kualifikkademik
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalu
pendidikan tinggi Program Magister (S-2) dan Progi@oktor
(S-3).

Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada &hat
mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepabadi
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada aiigt
diberikan kepada tenaga pendidik yang telah memenuh
persyaratan, sedangkan proses sertifikasinya didakuoleh
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaandpmbk
dan tenaga kependidikan yang terakreditasi damagian oleh
Pemerintah.

Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab untuk
memfasilitasi semua pendidik di daerahnya dalamhaisa
memenuhi kualifikasi akademik, meningkatkan kompsgitedan
memperoleh sertifikat pendidik yang disyaratkan.

Pendanaan untuk pelaksanaan peningkatan kualikasiemik,
kompetensi akademik, dan proses sertifikasi pekdidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dialokasikammdal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) isesua
dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga
Mutas dan Promos Jabatan

Pasal 17
Setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang detnglkeh

pemerintah dapat dimutasikan antar provinsi, antar
kabupaten/kota, antar kecamatan, maupun antar nsatua
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pendidikan dan atau jenjang pendidikan atas dasbutihan,
kemampuan, dan atau promosi jabatan.

Pendidik yang diangkat oleh Pemerintah maupun HRetakr
Daerah dapat dipromosikan dan ditempatkan padatajaba
struktural dengan mempertimbangkan faktor kualgika
akademik, kompetensi, prestasi kerja, kebutuhamataedan
formasi yang tersedia.

Ketentuan mengenai mutasi dan promosi jabatan agbaga
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pacdupen
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas profesinya setiap pendidiktenaga

kependidikan berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidupmmimi,
jaminan kesejahteraan sosial, dan jaminan hari tua;

b. memperoleh penghasilan tambahan di luar gaji pbleslerta
tunjangan yang melekat di dalamnya, baik berupgmgan
daerah, tunjangan profesi, tunjangan fungsionalupua
maslahat tambahan;

c. memperoleh perlindungan hukum, jaminan keamanan dan

kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelekfya

d. memperoleh jaminan kepastian karier, promosi jabhalan
mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan dedikasi
prestasi kerjanya;

e. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan
profesionalitasnya;

f. memperoleh  kesempatan dan  kebebasan dalam
memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaram dala

rangka kelancaran menjalankan tugas-tugas profsiny
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memperoleh kesempatan untuk ikut berperan dalam
menentukan berbagai kebijakan strategis di bidang
pendidikan, terutama dalam lingkup daerah;

memperoleh kebebasan dalam melakukan penilaian,
menentukan kelulusan, serta memberi penghargaam ata
sanksi kepada peserta didik sesuai dengan nornmaanor
pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang
undangan yang berlaku; dan

memperoleh kesempatan serta memiliki kebebasarmdala
berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bideyag dan
atau profesinya.

Sebagai tenaga profesional, dalam menjalahkgasnya setiap
pendidik berkewajiban:

a.

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi &egiat
pembelajaran sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan
dengan mengutamakan tercapainya tujuan pendidikag y
bermutu;

bertindak objektif, adil, dan bijaksana terhadapmsa
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran;

berupaya mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi
akademik, kompetensi, dan profesionalitasnya secara
berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman dan atau
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
menaati dan melaksanakan kode etik guru, peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-miaral

dan agama yang dianut; dan

senantiasa berusaha memelihara dan memupuk rasa
persaudaraan, toleransi beragama, serta persataan
kesatuan bangsa dalam rangka mempertahankan keutuha
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya setiap tenaga kegikad

berkewajiban:

a.

mendukung dan membantu pelaksanaan setiap program
pendidikan dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan
nasional; dan
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b. memberikan layanan yang sebaik-baiknya serta
memperlakukan setiap pendidik sebagai mitra kegagy
sejajar guna menjamin Kkelancaran tugas-tugas profes
mereka.

Ketentuan lain mengenai hak dan kewajiban pékdidn

tenaga kependidikan dapat dituangkan dalam atweeseridiri

dengan tetap mengacu pada peraturan perundanggamdgang
berlaku.

Bagian Kelima
Penghargaan, Sanksi, dan Pember hentian

Pasal 19

Pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasmiliki
dedikasi yang luar biasa, bertugas di daerah khudars atau
gugur dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan
penghargaan dalam bentuk bantuan finansial, tasda piagam,
kenaikan pangkat istimewa, beasiswa pendidikanutan;
maupun bentuk penghargaan lainnya.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)t dapa
diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, @gan
profesi, lembaga independen, kalangan pengusalsyanakat,
maupun individu tertentu, baik dilaksanakan di keigsekolah,
desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsijonas
maupun internasional.

Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah terbukt
melakukan pelanggaran hukum dan tindak kriminalanggar
kode etik guru, atau melakukan pelanggaran disisdiga akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukumbgataku.
Pemberian sanksi dapat dilakukan oleh satuan pemyghra
pendidikan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, orgsinmafesi,

dan atau oleh pihak berwajib sesuai dengan peratura
perundang-undangan yang berlaku.
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(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapbértek
penundaan penerimaan gaji, penangguhan hak kepegawa
penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat,
pemberhentian sementara, pemberhentian tidak demgyamat,
dan bentuk sanksi lainnya yang sesuai dengan tingka
pelanggaran.

(6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan setelah yang bersangkutan diberi keseanpantuk
membela diri.

(7) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentdengan
hormat, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat ji(&),
meninggal dunia, telah sampai batas usia pensidas a
permintaan sendiri, sakit jasmani dan atau rohahingga tidak
dapat lagi melaksanakan tugas selama 12 (dua bleidah
berturut-turut, atau karena berakhirnya masa pgjarkontrak
kerja atau kesepakatan kerja bersama pada satunalidizan
yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(8) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, sanksi, d
pemberhentian terhadap pendidik dan tenaga kepgkadigiang
diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daeradgagbana
dimaksud dalam pasal ini mengacu pada peraturamgang-
undangan yang berlaku, sedangkan bagi pendidik telaaga
kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikamgy
diselenggarakan masyarakat disesuaikan dengan njemja
kontrak atau kesepakatan kerja bersama.

BAB IX
PESERTA DIDIK
Pasal 20
(1) Peserta didik berhak mendapatkan Ilayanan bimbingan,

pembelajaran, dan pelatihan yang sebaik-baiknya siuan
pendidikan tempatnya belajar.
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Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan damakpari
yang adil dan manusiawi serta memperoleh perlindang
keamanan dari setiap gangguan dan ancaman.

Peserta didik berhak mengajukan saran dan bergereamdalam
usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Peserta didik yang berprestasi dapat diberikan hpeggan
dalam bentuk beasiswa, kesempatan kerja, atau kientu
penghargaan lain yang relevan.

Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaiman
dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh d3in
Pendidikan.

Pasal 21

Peserta didik berkewajiban mematuhi norma-normalipéwn
serta peraturan yang berlaku di lingkungan satuamdigikan
masing-masing untuk menjamin tercapainya pelaksanaa
pendidikan yang bermutu.

Peserta didik berkewajiban ikut menanggung sebabiaga
penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi pesedik diang
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengaijakan
satuan pendidikan dan peraturan perundang-undaygag
berlaku.

Pasal 22

Warga negara asing maupun warga masyarakat daahd&sen
dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikamg
diselenggarakan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta datikwarga
negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (famepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB X
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 23

Setiap satuan pendidikan wajib mengupayakan tensedl
sarana dan prasarana pembelajaran yang memadaisduara
kuantitas maupun kualitas, untuk menjamin tersejaranya
pendidikan yang bermutu.

Dalam upaya pengadaan sarana dan prasarana perdrelaj
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PemerintaheriPéam
Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan otaafvali
peserta didik wajib memberikan bantuan sesuai dempgaan,
kewenangan, dan kemampuan masing-masing.

Buku pelajaran pokok dan atau bahan pembelajajanisegang
diberlakukan pada suatu jenis dan jenjang pendiddiausun
dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.

Buku pelajaran pokok dan atau bahan pembelajarg@nise
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditenbdtka atau
diproduksi oleh lembaga pemerintah terkait, swastaupun
organisasi profesi kependidikan yang pemanfaatannya
mempertimbangkan kebutuhan satuan pendidikan dyan lokli
masyarakat.

Ketentuan mengenai sistem produksi, prosedur peitdisian,
dan masa berlaku buku pelajaran pokok maupun belangkap
mengacu pada peraturan perundang-undangan yamaguoerl
Harta benda bergerak maupun tidak bergerak yangpakan
sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diafsfkan
selain untuk kepentingan pendidikan.

BAB XI
SATUAN PELAKSANA PENDIDIKAN
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Pasal 24

Satuan pelaksana pendidikan di daerah mencakup sDina
Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikatau
lembaga pelaksana pendidikan lainnya yang berndubgwah
Dinas Pendidikan.

Struktur organisasi dalam satuan pelaksana persidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dantukisen
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yanduerla
Formasi jabatan untuk tenaga-tenaga teknis pelaksan
pendidikan dalam struktur organisasi sebagaimamaaldud
pada ayat (2) harus dipegang oleh orang-orang Yeemnigtar
belakang kependidikan serta memiliki kemampuan dan
komitmen dalam bidang tugasnya.

Pemilihan dan penempatan tenaga-tenaga teknis saelak
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) talkim
berdasarkan kriteria kecakapan dan kelayakan usetiap
formasi jabatan yang ada.

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemilihan
pengangkatan, dan penempatan tenaga-tenaga tekalsgna
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)rdiekih
lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dreamg
untuk itu dengan tetap mengacu pada peraturan geemngn
undangan yang berlaku.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat memiliki tanggung jawab dan kesempatangy
seluas-luasnya untuk berperan serta dalam rangka
penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan gandeti
daerah.
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Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud patlg1ay
mencakup peran serta  perseorangan, keluarga, pelom
pengusaha, organisasi profesi, atau lembaga sosial
kemasyarakatan lainnya.

Pemerintah Daerah wajib mendorong dan mengatua lsanna
saling menguntungkan antara pihak satuan pendidikamgan
dunia usaha dan industri maupun pihak lainnya.

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan peran sertganalest
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat () kerja
sama satuan pendidikan dengan dunia usaha dantrindus
maupun pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada (&Yat
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI
DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE
SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 26

Segala bentuk aspirasi, tanggung jawab, dan penda sasyarakat
dalam penentuan arah dan kebijakan penyelenggaeahidikan di
daerah dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikanadau Komite
Sekolah/Madrasah.

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Pasal 27

(1) Dewan Pendidikan dibentuk sebagai lembaga mandirngy

bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan dan
peningkatan mutu pendidikan di daerah serta sebasgaia
untuk menjembatani hubungan antara satuan pendidi&agan
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pihak Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau dsatza dan
industri.

Pengangkatan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga
Keputusan Bupati.

Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembaggas,t
maupun syarat-syarat dan prosedur pemilihan kepesga dan
keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimakadd p
ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Anggaran Dadar dan
Anggaran Rumah Tangga (ART) Dewan Pendidikan.

Bagian Kedua
Komite Sekolah/M adrasah

Pasal 28

Komite Sekolah/Madrasah dibentuk sebagai lembagadima
yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan d
peningkatan mutu pendidikan pada satu satuan pkadictau
lebih serta sebagai usaha untuk menjembatani habuagtara
satuan pendidikan dengan pihak pemerintah, Dewadiéikan,
masyarakat, dan atau dunia usaha dan industri.

Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah/Mddrasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat danheibtikan
oleh pimpinan satuan pendidikan masing-masing Isaréan
hasil musyawarah Komite Sekolah/Madrasah.

Ketentuan mengenai susunan, masa bakti, pembaggas,t
maupun syarat-syarat dan prosedur pemilihan kepesga dan
keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimanaksim
pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Anggaraar@AD)
dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite Sekolah/lsisein
bersangkutan.



1)

(2)

3)

(4)

1)

(@)
3)

29

BAB XIV
PENGENDALIAN BAKU MUTU PENDIDIKAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikaa getthp
satuan  pendidikan  dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan.

Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pikagid/ang
bermutu dan sebagai upaya menentukan standar mutu
pendidikan di daerah.

Pembinaan dan pengendalian baku mutu pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
koordinatif oleh satuan pendidikan dengan instér$iait, serta
dapat melibatkan organisasi profesi, lembaga inuge,
maupun unsur masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengamb
tindakan terhadap penyimpangan dan atau pelangdzaka
mutu pendidikan yang dilakukan oleh suatu satuawdigéan.

BAB XV
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 30

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan |gbte
pendidikan menengah yang meliputi program diplosaajana,
magister, spesialis, dan doktor yang diselenggara&beh
perguruan tinggi.

Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeksekolah
tinggi, institut, atau universitas.

Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan progrardeahi,
profesi, dan atau vokasi.
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Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 31

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia sattk u
percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Ddapst
mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah yaegtuk

dan programnya dapat disesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan daerah.

Perguruan tinggi yang pendiriannya diprakarsai #lemerintah
Daerah secara teknis-operasional diselenggarakan s#buah
lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dans haru
mendapat persetujuan atau izin operasional peratidi@tari
Pemerintah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sudayer
terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi yangikdidi di
daerah sesuai dengan kemampuan yang ada, baik talsork
bantuan pendanaan, ketenagaan, prasarana dan sarana
pendidikan, fasilitasi kerja sama, maupun bentuk gang
dibutuhkan.

Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraanigikan
tinggi yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat metmbua
kebijakan khusus terkait dengan mekanisme pemberian
dukungan sumber daya kepada perguruan tinggi yatgken

di daerah, baik dituangkan dalam bentuk Peraturaerdh
maupun Peraturan Bupati.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara irjgend
perguruan tinggi, mekanisme penyaluran dukungarbsunhaya
oleh Pemerintah Daerah kepada perguruan tinggi, atiaran-
aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraagupan
tinggi di daerah mengacu pada peraturan perundadgAgan
yang berlaku.
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BAB XVI
KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur lsznaa
saling menguntungkan dengan berbagai pihak, tekmasu
perguruan tinggi dan satuan penyelenggara pendidikar
sekolah yang beroperasi di daerah, sesuai dengeatun
perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dapat menjalin dan mengatur lsanaa
dalam bidang pendidikan dengan lembaga pendidikeentu
atau pihak lainnya dari luar daerah atau neganedaliam rangka
percepatan pembangunan pendidikan di daerah.

BAB XVII
SATUAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 33

Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalamkeakgrja
sama internasional dan atau yang didirikan olehusbadan
penyelenggara pendidikan yang berpusat di negamadipat
dilakukan di daerah.

Syarat-syarat dan tata cara pendirian dan penygdeagn
satuan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada(B
mengacu pada peraturan perundang-undangan yamaguoerl
Pelaksanaan perjanjian kerja sama pendidikan sebaga
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetuad
Pemerintah Daerah dan DPRD.

Badan penyelenggara pendidikan sebagaimana dimgiadial
ayat (1) dikenakan pajak daerah sesuai dengantiateryang
berlaku.
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BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentangelsmggaraan
Sistem Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut ini, makaua
peraturan daerah yang bertentangan dengan PeraDaarah ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapk
Agar setiap orang mengetahui dan mematuhinya,

memerintahkan pemberlakuan Peraturan Daerah ini gasen
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupatet Taiod

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH
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Diundangkan di  Pelaihari
pada tanggal 19 Oktober 2011

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Laut,

H. ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2011 NOMOR 7
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT

[.UMUM

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahurn4200
tentang Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  wewenang
penyelenggaraan pendidikan kepada daerah otonomant®a@han
kewenangan dalam bidang pendidikan ini memunculieemangan
dan peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakéalbdipaten
Tanah Laut untuk menyelenggarakan pendidikan semregan arah
dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Tamsh

Sebagaimana arah dan kebijakan pembangunan daerah,
pendidikan di Kabupaten Tanah Laut diselenggarakandiarahkan
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonklsihini berarti
bahwa sebagai bagian dari sistem pendidikan ndsipeadidikan di
Kabupaten Tanah Laut diselenggarakan dengan ber@edgada
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahur32@dtang
Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah dan chdsearsir di
berbagai bidang kehidupan, pembangunan di sektutigigkan pada
khususnya, pusat pengambilan keputusan pengelp&ahdikan juga
semakin tersebar luas ke tingkat daerah, lapisasyanakat, dan
akhirnya ke satuan-satuan pendidikan. Dengan damikebagaimana
digariskan dalam Undang-undang Republik Indones@ndt 25
Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasion®HERAS)
Tahun 2000—2004, pengelolaan pendidikan akan merguh
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berbasis daerah, masyarakat, dan sekdlatal, community, and
school-based management).

Berpedoman pada seluruh peraturan perundang-uaadang
yang berlaku, maka ditetapkanlah Peraturan Daerahtarg
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah [Reraturan
Daerah ini pada dasarnya hanya mengatur secara umum
penyelenggaraan pendidikan di daerah, khususnyamddhgkup
Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, pengaturamggiolaan
pendidikan secara lebih rinci hendaknya dapat diskan lebih lanjut
dengan mempertimbangkan kondisi dan tuntutan pdykagan
masyarakat di Kabupaten Tanah Laut pada khusuoyalisi dan
tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia padannyau

Dalam kaitannya dengan persoalan di atas, malentiklah
Dewan Pendidikan Kabupatan Tanah Laut yang bertugas
melaksanakan pengkajian dan pengembangan pendidikeank
diajukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangkampsan,
pemantauan, dan penilaian kebijakan pembangunadidiesn di
Kabupaten Tanah Laut. Di tingkat satuan pendidiaga telah
dibentuk Komite Sekolah/Madrasah yang bertugas meareakan dan
mengupayakan penyediaan sumber daya serta saranpratarana
pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenkgaradi
Kabupaten Tanah Laut.

II. PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
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Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (3)
Pendidikan khusus dalam hal ini meliputi pendidikencorak
keagamaan, kebudayaan, atau yang menonjolkan lekhas
tertentu.

Ayat (4)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup Kelompok
Bermain Play Group), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman
Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain
yang sederajat; Pendidikan dasar mencakup Seko&sarD
(SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengahntédma
(SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk Yaing
sederajat; Pendidikan menengah mencakup Sekolakrigah
Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menehga
Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)taa
bentuk lain yang sederajat; Pendidikan Tinggi mkuapa
Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, daniversitas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Ayat (3)
Instansi terkait adalah Dinas Pendidikan Kabupafanah
Laut bagi satuan pendidikan yang berada di bawa&abnya,
Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut bagi satuan
pendidikan yang berada di bawah binaannya, lembaga
penyelenggara bagi satuan pendidikan yang disedeakan
oleh masyarakat.

Pasal 12
Ayat (7)
Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan hendaknya rasititasi
pembentukan Tim Penyusun Kurikulum dan Strategi
Pembelajaran  Al-Quran atau memberdayakan  Tim
Pengembang Kurikulum Kabupaten Tanah Laut yanghsuda
ada. Peraturan Bupati setidak-tidaknya memuat @tem
kurikulum pendidikan al-Quran untuk setiap jenjang
pendidikan, (ii) strategi pembelajaran, (iii) pedig@an tenaga
pendidik, (iv) penyediaan sarana pembelajaran, sfgjem
evaluasi dan model penilaian, dan (vi) ketentuliniselainnya
yang dipandang relevan.

Pasal 13
Ayat (1)
Ketentuan ini mengacu pada Pasal 33 ayat (4) U9865.1
Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, dan Raotus
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 026JPU
[11/2005.

Ayat (2) dan ayat (3)

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyar
termasuk pondok pesantren, Taman Kanak-kanak AdQur
(TKA) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), Madrasah
Swasta (MI, MTs, MA), dan lembaga pendidikan laeng
sejenis.
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Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1) dan ayat (2)
Yang dimaksud dengan memadai dalam konteks inialada
ukuran minimal yang ditetapkan berdasarkan peringadi
antara sumber daya pendidikan dengan peserta gtk
harus dilayani pada suatu satuan pendidikan.

Pasal 16
Ayat (1) dan ayat (7)
Proses pemenuhan dan atau peningkatan kualikkasiemik,
kompetensi, dan sertifikat pendidik dapat dilakuksecara
bertahap sesuai dengan kemampuan daerah, sedangkan
prosedur pelaksanaannya sesuai dengan aturan wdaiy t
ditetapkan oleh Badan Standar Nasional PendidiB&SNP).

Pasal 17
Ayat (1)
Untuk menjamin kecukupan dan pemerataan distribasgia
menghindari penumpukan pendidik dan tenaga kepiaaid
di sekolah atau kecamatan tertentu, PemerintahaDagapat
mengajukan persyaratan khusus kepada para calawpieg
dalam bentuk kontrak kerja yang berisi (i) bersedia
ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah dant (ii)
minimal selama 5 (lima) tahun harus mengabdi dip@&nkerja
pertama.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengacu pada UU No. 14 Th. 2005atent
Guru dan Dosen, PP No. 19 Th. 2005 tentang Stawalsional
Pendidikan, dan Permendiknas No. 16 Th, 2007 tgntan
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
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Pasal 18
Ayat (1)
Pendidik dan tenaga kependidikan yang diatur dgdasal ini
adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang datngleh
pemerintah, sedangkan pendidik dan tenaga kepé&adidi
yang diangkat oleh masyarakat dan atau oleh lembaga
pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara pé@tid
masing-masing.

Pasal 19
Ayat (1)
Penghargaan bagi para pendidik dan tenaga kepkadigang
berprestasi hendaknya bukan hanya dalam bentulmiagau
uang tunai, tetapi akan lebih efektif jika merekanaapatkan
promosi jabatan atau tugas belajar ke tingkat yabidp tinggi
sehingga dapat memacu semangat kerja para pendiaik
tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 20
Ayat (2)
Gangguan dan ancaman yang dimaksud dalam ayat ini
termasuk gangguan dan ancaman yang tidak disatklni o
peserta didik, seperti kekerasan, penyalahgunaolvea dan
penyimpangan perilaku lainnya.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga pelaksana teknis dikanli
dalam hal ini mencakup tenaga-tenaga kependidikamg y
tugas dan tanggung jawabnya berhubungan langsumgade
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di aekol
misalnya bidang kurikulum, pendidikan dasar, peikdial
menengah, dan pendidikan luar sekolah.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (2) dan ayat (3)
Keanggotaan Dewan Pendidikan berjumlah 9 (senjbilan
orang, terdiri dari unsur pendidik, tokoh masyatakan atau
tokoh agama, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
yang peduli pendidikan, serta wakil dunia usaha iddostri
dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) prang
ditambah 4 (empat) orang pakar pendidikan dari dgab
disiplin dan atau keahlian.
Pergantian pengurus/anggota Dewan Pendidikanrdiatigan
mempertimbangkan kesinambungan fungsi kelembagaiah.
karena itu, seorang mantan pengurus/anggota daguagkat
kembali pada periode kepengurusan berikutnya. Khimsgi
anggota yang tidak bisa melaksanakan tugasnyaaséstap
akan dilakukan bergantian antarwaktu sampai habésam
jabatannya.

Pasal 28
Ayat (1)
Hubungan Dewan Pendidikan dengan Komite
Sekolah/Madrasah tidak bersifat struktural, tetspbatas
hubungan koordinatif dan konsultatif.
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Pasal 29
Istilah mutu pendidikan yang dimaksud dalam pasalebih
mengacu para pengertian proses peningkatan nitabatia
setinggi mungkin. Suatu proses pendidikan dikatakamgat
bermutu apabilanput-nya berasal dari peserta didik dengan
prestasi biasa, kemudian mampu menghasittaput dengan
prestasi tinggi.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (5)
Dalam konteks ini, termasuk aturan-aturan kelerabag
lainnya juga menyangkut kemungkinan pemberian sanks
administratif seperti pembubaran atau penutupantusua
Perguruan Tinggi jika ternyata dinilai telah melkén
pelanggaran akademis tertentu, tidak memenuhi aex&n
pendirian, atau tidak terakreditasi.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 17
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